BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah dilakukan pembasahan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat

dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani
Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

Kasus kekerasan seksual dianggap semakin meresahkan dan meningkat
setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang
bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, Lembaga Perlindungan
Anak (LPA) Sumatera Barat sangat penting dalam melindungi hak anak korban
kekerasan seksual. Bentuk peranan yang dilakukan Dalam bentuk menangani
kasus kekerasan seksual pada anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
Sumatera Barat melakukan :

a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerimaan pengaduan
dan pendampingan bagi anak yang menerima kekerasan seksual (advokasi
dan mediasi).

b) Mengupayakan rehabilitas atau pengembalian kondisi anak yang menrima
kekerasan baik fisik maupun non fisik non fisik agar anak dapat kembali
hidup secara normal.

C) Memberikan informasi, edukasi dan penyadaran kepada masyarakat

tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
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d) Memantau, melindungi, memajukan dan mencegah berbagai pelanggaran
hak anak.

e) Mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak dan sebagai lembaga
jejaring untuk perwujudan hak-hak anak.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat
dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang.

Kendala yang dialami LPA dalam penerapan perlindungan terhadap anak

yaitu kendala yang berasal dari dalam (intern) yang meliputi kekurangan
sumber daya manusia di LPA Sumatera Barat, keterbatasan pendanaan, dan
fasilitas yang minim. Lalu kendala dari luar (ekstern) yaitu pelaksaan hukum
oleh aparat penegak hukum yang masih belum maksimal, keluarga menutupi
kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban, tidak ada keinginan dari si
korban untuk melapor, pemahaman publik yang masih minim tentang hak anak,
kurangnya respon pemerintah

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani Kasus Kekerasan
Seksual pada Anak di Kota Padang.

a) Untuk mengatasi masalah dari dalam (infern) mengenai SDM yang kurang
efektif LPA Sumatera Barat merekrut relawan dari masyarakat bahkan
mahasiswa, serta berkolaborasi dengan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Untuk menanggulangi dana
yang dibutuhkan, LPA Sumatera Barat mencari pendanaan dari para
relawan, dan juga LPAI. Untuk Upaya mengatasi permasalahan fasilitas,

LPA Sumatera Barat juga berusaha memanfaatkan fasilitas yang tersedia



sekarang ini dengan semaksimal mungkin, serta berupaya memperbaiki
fasilitas menjadi lebih baik.

b) Untuk mengatasi masalah dari luar (ekstern) LPA Sumatera Barat
mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan lebih baik
dan satu suara untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak,
melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga korban, melakukan
sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota Padang, dan menjalin kerja
sama dengan Biro Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan
Sumatera Barat.

B. SARAN

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dapat melakukan banyak
hal untuk melindungi anak, terutama anak yang menjadi korban kekerasan
seksual, seperti memberikan penyuluhan, mengajarkan hak-hak anak dan
pentingnya masa depan mereka, dan melibatkan masyarakat dalam melindungi
hak anak.

2. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah agar menerapkan atau sosialisasi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang mengatur tentang
perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

4. Diharapkan lebih banyak kerja sama dan koordinasi antara lembaga dan instansi
yang terkait dengan masalah perlindungan anak serta aparat penegak hukum,
karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya

sepihak saja.



5. Hendaknya Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki anggaran khusus
untuk memberikan bantuan dana kepada Lembaga perlindungan Anak (LPA)
Sumatera Barat, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap upaya
perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.
Hal Ini juga akan membantu anak-anak yang berada di daerah tertinggal dan

tidak mampu.
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Lampiran Dokumentasi Wawancara
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LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT : JIn. Pramuka Raya no. 10 Padang
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Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Barat menerangkan :

Nama : Siti Khairani Lubnayya
NPM :2110012111097

Dari : Fakultas Hukum Bung Hatta
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Telah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Barat dari
tangga 10 Desember 2024 sampai 18 Desember 2024 tentang peranan LPA Sumbatera Barat
dalam menangani kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Padang .

Demikian keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Padang , 18 Desember 2024

Erry Gusman, SH, MH
Ketua -

Wionsilon Kiaoliispane Fondisst Brgp lemt’ -
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